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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Jalan Wolter Monginsidi No. 168 Lateri
Telepon : 0911 - 361045 Fax. 0911 - 361044

; SALINAN PUTUSAN

§i
& NOMOR : 22/ G/ 2019/ PTUN.ABN
TANGGAL > 18 Desember 2019
e
ANTARA :

MORITS ROBERT LANTU, S.Pd { Penggugat )

MELAWAN

WALIKOTA AMBON ( Tergugat )

‘ “ng‘ 196403021991\0H10d2



PUTUSAN
Nomor: 22/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan
acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama . MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan . (Mantan) Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

1) ANTHONI HATANE, S.H.,M.H;

2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm:
Hatane & Associates, beralamat di JIn. Chr.M. Tiahahu-
Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan

Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN:

WALI KOTA AMBON ;
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Tempat Kedudukan :

1. Nama
NIP.
Pekerjaan
Jabatan

2. Nama
NIP
Pekerjaan

Jabatan

3. Nama
NIP
Pekerjaan

Jabatan

4. Nama
NIP

Pekerjaan

Jabatan

di JI. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau
Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 |,
memberikan kuasa kepada:
: S. SLARMANAT, S H.,, M.H.;
- 19650405 199403 1 010
. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon:
- L. M. MANUPUTTY, S.H.;
19840923 201001 1 011;
: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
: Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,
Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota
Ambon;

:M. LUHULIMA, SH;

: 19790523 201001 2 014;

. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon

. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,
Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota
Ambon;

: TATY H. RAHARENG, S H.;

19811107 200701 2 012 ;

. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon

: Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,
Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota

Ambon;
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5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.

NIP : 19901115 201903 1 016:
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
Jabatan . Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,

Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota

Ambon;
6. Nama - CANDRO AITONAM, S H.;
NIP 199505625 201903 1 012;
Pekerjaan . Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
Jabatan . Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,

Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota
Ambon.
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor
Pemerintah Kota Ambon JI. Sultan Hairun No. 1
Ambon,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadiian Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 22/PEN-
DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Lolos Dismissal:

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 22/PEN-

MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Penetapan Majelis
Hakim;

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 22/G/2019/PTUN.ABN,




4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor; 22/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 15 Agustus 2019 Tentang
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;,

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 22/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 05 September 2019 Tentang
Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 22/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 September 2019 Tentang
Penundaan Persidangan;

7. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang
bersengketa dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal

13 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.ABN tanggal

14 Agustus 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaaan Persiapan pada

tanggal 05 September 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan
Walikota Ambon  Nomor - 295 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Morits
Robert Lantu S.Pd., tanggal 25 April 2019.

ll. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat merupakan keputusan

/T\,)al Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagimana dimaksud
S



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

a) Keputusan Tata Usaha Negera adalah Penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual
dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata artinya :

- Bersifat konkret, karena Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata
dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan
dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Keputusan
Walikota Ambon Nomor - 295 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas
Nama MORITS ROBERT LANTU S.Pd, tanggal 25 April 2019;

- Bersifat individual, karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan
untuk umum, akan tetapi ditujukan kepada Penggugat sebagai.
Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kota Ambon.

- Bersifat final, Karena Keputusan Tergugat sudah definitif dan
menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat Telah
diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
pada Lingkup Pemerintahan Kota Ambon.

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan




Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara, dan dengan menempuh upaya administrasi yang telah dilakukan
oleh Penggugat serta gugatan yang dajukan Penggugat masih dalam
tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari maka Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon berwenang menerima, memeriksa memutus dan
menyelesaikan sengketa administrasi p'emerintahan tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) jo pasal 5 (lima) ayat 1 (satu)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh
Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.
lll. Keputusan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat
1. Bahwa Kepentingan Hukum dan Kedudukan Hukum ( Legal Standing)
Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon, karena Penggugat diberhentikan secara tidak hormat yaitu
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintahan Kota
Ambon berdasarkan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Walikota
Ambon Nomor - 295 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama MORITS
ROBERT LANTU S.Pd, tanggal 25 April 2019, yang tidak sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu belum

t dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat

yang memberhentikan Penggugat secara tidak hormat

aratur Sipil Negara pada lingkup pemerintahan Kota Ambon;
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2. Bahwa karena keputusan Tergugat secara jelas merugikan kepentingan
Penggugat, karena diberhentikan tidak dengan hommat tersebut, maka
Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gajl
sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan
kehidupan sehari- hari sehingga perbuatan Tergugat tersebut
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (lima puluh tiga) Ayat 1 (satu)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yaitu “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negqara
dapat mengaju-kan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, untuk itu Penggugat
mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon untuk memeriksa memutus _an menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini.

IV. Waktu pengajuan gugatan dalam tenggang waktu

1. Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat baru diketahui
oleh Penggugat pada Hari Jum’at Tanggal 30 April 2019 bertempat di
Ruangan Rapat Sekretaris Kota Ambon yang diberikan oleh Ines
Makatula berupa surat keputusan, sehingga Penggugat menempuh
upaya administratif berupa surat keberatan yang ditujukkan kepada
Tergugat (Wali Kota Ambon) Perihal Keberatan pada tanggal 14 Mei
2019, selanjutnya Penggugat menempuh upaya Banding Administratif
atas Objek Sengketa pada tanggal 14 Mei 2019 pada Badan

angan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) yang beralamat di

n sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata

‘ara Ambon, Penggugat belum mendapatkan jawaban dari
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Tergugat dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/
BAPEK) atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi
pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif, terhadap
upaya administratif dari Penggugat berupa keberatan dan banding
administrasi tersebut. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan
terhadap keputusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi
sebagai berikut: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan
dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya
administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh
badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani
penyelesaian upaya administratif”.

V. Dalil Posita / Alasan-Alasan Gugatan.
1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Maluku dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 50559/A2.111.1/C/88 tanggal 20 Juni 1988 ;

2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 848/117.A3/C1.3/89 tanggal
30 Desember 1989;

Wlamutnya Penggugat juga diangkat menjadi Kepala Bidang
QA
/; <

3

A

§ l‘\ Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Olahraga berdasarkan
S »\\

) Iusan Walikota Ambon Nomor 329 Tertanggal 28 Juli 2005;
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4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun
2009 Tanggal 06 Februari 2009, Penggugat diangkat Menjadi Kepala
Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga Dinas Pariwisata Kota Ambon;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 69 Tahun
2011 Tanggal 02 Februari 2011 Penggugat diangkat menjadi Kepala
Dinas Perhubungan Kota Ambon:

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 Tahun
2012 Tanggal 11 Mei 2012 Penggugat diangkat menjadi Kepala Dinas
Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon:

7. Bahwa kemudian Penggugat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Dilingkungan Pemerintahan Kota Ambon Sebagai Kepala Dinas
Pemuda Dan Olahraga Dengan Surat Keputusan Walikota Ambon
Nomor 60 Tahun 2017,

8. Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kota Ambon oleh
Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Pengadilan
Negeri Ambon Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN. AB. tanggal 19 Maret
2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MORITS LANTU, S.Pd. tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer,;

2 Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan
kesatu primair;

3. Menyatakan terdakwa MORITS LANTU, S.Pd. telah terbukti secara

—

SAH aﬁ'fgan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * korupsi
A

P(és\bersama—sama”;
'_(.ﬁ il
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4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda
dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa: No. urut 1 s/d no.urut 69
dikembalikan kepada terdakwa MORITS LANTU, S.Pd;

7. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,-(lima ribu rupiah);

9. Bahwa terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan
Negeri Ambon Nomor 18/Pid. Tipikor/2013/PN. AB. tanggal 19 Maret
2015,di atas, Penggugat melakukan upaya hukum banding pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon
dengan Perkara Banding Nomor : 04/Pid. Tipikor/2015/PT. AMB dan
diputus pada tanggal 3 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari terdakwa;

- Menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2015 Nomor 18/Pid.
Tipikor/2013/PN. AB. Yang dimohonkan banding;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

10.Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor :
04/Pid. Tipikor/2015/PT. AMB tanggal 3 September 2015 Penggugat

fie Ka\n upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
@
7.\

7’Bi}ﬁatas pada Mahkamah Agung RI dengan Nomor 415
A
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